RGS Mitra Page 1 of 3

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 651/MPP /Kep/10/2004
TENT ANG

PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM
DAN PERDAGANGANNYA
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a

bahwa dalam rangka menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum yang
memenuhi persyaratan kualitas air minum dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat
serta dalam upaya memberi perlindungan kepada konsumen perlu adanya ketentuan yang mengatur
keberadaan Depot Air Minum.

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat:

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (lembaran Negara
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Nomor 3274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara dengan Nomor 3495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor 3611);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (lembaran Negara Tahun
1996 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Nomor 3656);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara
Nomor 3817);

6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3821);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4131);

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);

0. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,
Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3596);

10.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Komsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4126);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet
Gotong Royong;

13.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia NQmor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas
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Eselon | Departemen;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/M ENKES/Per/1X/1990 tentang Syarat-
syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

16. Keputusan Menteri  Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan dibidang Industri dan
Perdagangan Dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

17.  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 5901 M PP/K ep/10/1999 tentang Tata Cara
Pemberian 1zin Industri dan 1zin Perluasan;

18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/M PP/Kep/3/200 1 tentang Organisasi
dan Tata K erja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/V11/2002 tentang
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/M PP/Kep/9/2002 tentang K etentuan
dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Y ang Beredar Di Pasar.

MEMUTUSKAN
Menetapkan: Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Persyaratan Teknis Depot Air
Minum dan Perdagangannya.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1 Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air
minum dan menjual langsung kepada konsumen.

2 Air minum adalah air baku yang telah diproses dan aman untuk diminum.

3. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi
persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.

4. Proses pengolahan adalah perlakuan terhadap air baku dengan beberapa tahapan proses sampai
dengan menjadi air minum.

5. Mesin dan peralatan pengolahan air minum adalah semua mesin dan peralatan yang digunakan dalam
proses pengol ahan.

6. Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Nomor
907/Permenkes/SK/V11/2002.

7. Wadah adalah tempat untuk mewadahi air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu
minimal 600 C, dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.

8. Bahan tara pangan adalah (food grade) bahan yang aman digunakan untuk mewadahi pangan.

0. Wadah bermerek adalah wadah yang mereknya telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan
HAM.

10. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB I
PERSYARATAN USAHA

Pasal 2

(1). Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Oaftar Usaha Perdagangan
(TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus
jutarupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2). Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang
memiliki 1zin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang

(3). Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium
pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/K ota atau yang terakreditasi.

BAB Il
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AIR BAKU, PROSES PENGOLAHAN, MESIN/PERALATAN
DAN MUTU AIR MINUM

Pasal 3
Air baku yang digunakan Depot Air Minum harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Kesehatan.
Depot Air Minum harus melakukan Pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku, yang

ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Pemasok

Pengujian mutu air baku dilakukan minimal:
a Satu kali dalam tiga bulan untuk analisa coliform.

b.  Duakali dalam satu tahun untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap

Pengujian mutu air baku harus dilakukan di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk
oleh Pemerintah Kabupaten/K ota atau yang terakreditasi.

Depot Air Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari air PDAM yang ada dalam jaringan
distribusi untuk rumah tangga.

Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke Depot Air Minum harus menggunakan tangki
pengangkut air yang tara pangan (food grade).

Pasal 4

Proses pengolahan air minum di Depot Air Minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/filterisasi,
desinfeksi dan pengisian.

Pasal 5

Depot Air Minum wajib memenuhi ketentuan teknis pada Pedoman Cara Produksi Yang Baik Depot Air
Minum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
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Pasal 6
Air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum
sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pengujian mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum wajib dilakukan oleh Depot Air Minum
di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/K ota atau yang
terakreditasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Hasil pengujian mengenai standar mutu air minum disampaikan kepada Dinas Kabupaten/K ota yang
menerbitkan Tanda Daftar Industri.

Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bebankan
pada Depot Air Minum yang bersangkutan.



